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ABSTRAK

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN), Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap yang diberlakukan dalam
UU Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya
pengangkatan kepeg vai |dak tetap sudah tldak dapé@iladilakukan lagi. Susai UU

) aclalui Pengangkatan

Pegawai Pems » m%ﬁ *1; Q$“\‘Q 3 9& engan ketentuan

jadi PPPK,
pengusulan

gmfterhadap PPPK
pgrintah terhadap
emperhatikan
em penggajian

tingginya
keterbatasal

lah yang akan
ah Pelaksanaan
) Pada Badan
aiupaten Kampar
ta ke ” hadap Pegawai
Pemerintah d janjian K | ’ 8o Undang Nomor

dijawab da
Rekruitmen

at dikelompokkan

kedalam peneliti@ngs ka sllatu penelitian yang
dilakukan penuli§] g€ g ke tiaa®’untuk memperoleh

informasi dan datasy@ang eNga ini. Penelitian survai
merupakan peneI|t| ‘ : satu populasi dengan
a yang pokok.

(PPPK) upaya pemerintahan 6 ari sumber daya manusia yang
berkualitas, sehingga untuk pelaksaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang
jelas. Dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak ada pegawai
honorer atau pegawai tidak tetap, yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah
Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang di angkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(PPPK).
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ABSTRAC

With the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil
Apparatus (UU ASN), the Appointment of Non-Permanent Employees which was
enforced in the Employment Law has been revoked and declared invalid,
therefore the appointgént, of non-permanent employe@s.can no longer be carried

Employment
Article 107.

The PP ith the new
version, he case for
CPNS ations, their

vith @appointments based
g ants because

Ut his duties and
g e government

tention to the

) ) Dblems that will
be answere iti S : " )lementation of
GovernmentiEm itmernit AC P ) at the Human
Resources D y in 20207 And
How is Lega ork Agreements
(PPPK) Base

This rese be grouped into
sociological rese conducted by the
author directly %@ th : : and data related to
this author's rest L takes samples from one

Law on State Civil Apparatus the 9" temporary employees or temporary
employees, known in Law Number 5 of 2014 are Civil Servants (PNS) and
Government Employees with Work Agreements (PPPK). Government Employees
with Work Agreements are Indonesian citizens who meet certain requirements,
who are appointed based on a work agreement for a certain period of time in
order to carry out government duties.

Keywords : Implementation, and Government Employees With Work
Agreements(PPPK).

10
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dengan syarat sahnya perjanjian kerja menurut pasal 1320
KUHPEIAALA. ..o

BAB 11

pdafll Pengembangan

.@!!T- ‘ ampar  Tahun

erintah dengan
ndang Nomor 5

BAB IV

15

50

50

59

71

83

102



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BAB |
PENDAHULUAN

Ak

dan Pegawai
dang Aparatur

ng selanjutnya

b4 L5\ Y

A

syarat tertentu,

=

tertentu dalam

Pembina

mewujudkan hubungan kerja dlam bidang ketenagakerjaan, maka
perjanjian kerja pada umumnya berlaku bagi pekerja yang mengadakan perjanjian
kerja waktu tertentu. Dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu, pemberi
kerja harus mampu memberikan pengarahan atau penempatan kerja sehubungan

dengan adanya kewajiban mengusahakan pekerjaan atau menyediakan pekerjaan,

yang tak lain untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Salah satu bentuk

16
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perjanjian kerja yang akan penulis bahas adalah perjanjian kerja antara pemerintah
daerah dengan PPPK yang terdapat di Kabupaten Kampar.

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten Kampar jumlah Pegawai

Pemerintah No 4 019 berda an data dari Kepala
by

o 1358 Ml
<

Badan

jumlah peK . | J giafl melaksanakan
perjanjian Kerjs .  da ep) pgKerja terkait hak
dan kewaji
dalam pemé
pemerintah dan Kewajiban,
jangka wakt o kegta, e an, 'sanksi, pen 8N perselisihan dan
Pemutusan H . angkan ¢ Aparatur Sipil

Negara telah dice - : WLk di dalam Pasal 22

Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak
memperoleh:

a. Gaji dan tunjangan;

b. Cuti;

c. Perlindungan; dan

d. Pengembangan kompetensi.

17



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

Namun keberadaan hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-

Undang Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang di dapatkan PPPK

di Kampar sangatlah jauh berbeda.

Pengangkatan

Ak

Pegawai Pé gan ketentuan

Pasal 93 s

Ataang

antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tingginya jumlah kebutuhan
pegawai tetapi harus tetap memperhatikan keterbatasan dana yang disediakan oleh
APBN/APBD karena sistem penggajian PPPK diambil dari dana APBN /
APBD.(Agustinus Sulistyo Tri Putranto, 2015)

Menurut Prasojo, tujuan dari rekrutmen PPPK adalah untuk memperkuat

basis profesionalisme dan kompetensi dalam penyelenggaraan birokrasi. Dengan

18
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kata lain masuknya PPPK pada ASN diharapkan dapat mendorong percepatan
atau akselerasi dalam menciptakan profesionalisme dan peningkatan kompetensi

PNS.(Sri Hartini, 2010)

Kesamaag w Pegawal_Rei gan Perjanjian Kerja)

“;.m} ‘ ‘ !Q““ .Qa gor 5 Tahun
2014 te ] A il Negard A5 ]sm ‘ a penjelasan

dalam Pag em iaghlomor48 Tahun 2005
tentang Pe peg@eri Sipil yaitu
keduanya jangka waktu

tertentu, damer anaka “tertent : Merintah. Adanya

tetap. Dalam halnya pelaksanaan rekrutmen pegawai di Lembaga Pemerintahan
Daerah Kampar membagi pegawainya menjadi 2 (dua) macam, yaitu PNS
(Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Perekrutan PPPK berdasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Kedudukan PPPK dalam hal ini sebagai pegawai kontak yang

didasarkan pada perjanjian kerja dan tidak sama dengan PNS yang bekerja pada

19
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Lembaga Pemerintahan Daerah Kampar. PPPK sebagai bagian dari ASN dalam
pengelolaannya diatur dalam menejemen ASN vyaitu sitem manajemen

kepegawaian yang meliputi dari sistem perencanaan, pengembangan Kkarier,

oleh Lembaga
Tertentu pada

uhi ketentuan

menjadi cerminan terkait dengan hak-hak dasar apa saja yang seharusnya diterima
oleh PPPK serta perlindungan yang diberikan dalam hubungan kerja antara
Lembaga Pemerintahan Daerah Kampar sebagai pemberi kerja dengan PPPK
sebagai pegawai dengan Perjanjian Kkerja sehingga pelaksanaannya tidak
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini disebabkan kedudukan

pegawai sering kali berada dibawah pemberi kerja dan menjadi pihak yang lemah

20
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dalam pelaksanaan perjanjian kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang

jelas dan tegas agar suatu perjanjian kerja yang berlaku dapat memberikan

keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

PPK) Pada

\ .ﬁ" a Kabupaten
ol

diatas, maka

A3 L { (Y

erintah  Dengan

Pengembangan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian

yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rekruitmen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2020.

21
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2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdarasakan Undang Undang Nomor 5

Tahun 2014.

umum maupun
Japat menambah

erja PPPK dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
sumber dari segala sumber hukum. Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Sedangkan

Pasal 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

22
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penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sidang DPR bersama pemerintah
untuk membentuk Undang-undang sebagai produk hukum, pada hakikatnya

merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan

politik dapat terg ep 1 di Undang-undang.

‘ ‘ \?‘\“ .oa aat hukum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Pada Pasal 2 menetapkan bahwa Pengangkatan tenaga honorer menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah. Penataan

organisasi berikut kepegawaiannya perlu dilakukan mengingat jumlah pegawai

23
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dan jumlah organisasi bisa mengakibatkan tidak efektifnya penyelenggaraan
administrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Jumlah unit organisasi

harus menunjukkan adanya keseimbangan dengan jumlah pegawainya. Banyak

pekEDbiajakan untuk

RN

1-%\‘31\\“:‘.\ =2

mengatur o pemerintahan

Q)

reformasi 2000 tentang

Pedoman i dibuat untuk
mengatasi F

berdasarkan

Dalam undang

\ e

l o
QD
-
o
QD
-
QD
o
QD
=)
3

organisasi vertik

“*
)
D
©
o
g 2
3 =
@ @
5 =
P _o
> <
=
o —
D
S 5
2 o

berupa kantor wilaya
kabupaten/kota dihapus
perubahan organisasi ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
memberikan kebijakan yang mengatur penataan kepegawaian berikut satuan
organisasinya. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ini selintas dapat dianalisis memberikan kebebasan
daerah menyusun organisasinya dengan memperhatikan pelimpahan kepegawaian

dan pegawai pemerintah pusat menjadi pegawai yang bekerja dan dibiayai oleh

24
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pemerintah daerah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengemukakan susunan

organisasi di pemerintah daerah.

ikenal dengan

doan Organisasi

ada yang mempunyai 23 atau lebih Dinas Daerah, dan di kabupaten ada yang
lebih dan ada pula yang kurang dan ketentuan 14 dinas tersebut.

Hal-hal seperti inilah yang membuat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengalami hambatan,
dan banyak daerah yang menunda pelaksanaan peraturan pemerintah ini. Kedua

peraturan pemerintah, baik Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2000 tentang

25
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Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak menggunakan

konsep pemikiran rightsizing yang dikemukakan.(Markum Singodimejo, 2000)

grgani aan SDM-nya sesuai

\\g\‘“ Oy

Pegawai Pe
! -t i
(Penertiban TApare 3 (Re 7ulfi Suhendra,

Siap-Siap,

tersebut dirasakan dari aspek komposiSi pegawai yang bekerja di sektor publik,

kedudukan, jenis jabatan, manajemen pegawai serta kelembagaan yang mengurusi
aparatur sipil negara. Pegawai Negeri Sipil akan menjadi pihak yang paling
merasakan dampak dari transisi sistem manajemen kepegawaian menjadi aparatur
sipil negara. Undang-undang ASN telah berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu

sejak 15 Januari 2014. Mulai tanggal tersebut, PNS yang semula menjadi satu-

26
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satunya pelaksana kebijakan dan pelayanan publik masuk menjadi bagian

Pegawai ASN bersama dengan PPPK.

Varian jabatan yang selama ini dikenal di lingkungan PNS misalnya

)
&
e

setiap instansi
yang meliputi

erjanjian  Kkerja.

yang bersyarat
karena berdasa ame la harus menyusun
81k kualifikasi PPPK

um ada satu instansi

pelaksana dari UU ASN belum terbent

Aturan hukum mengenal pegawai negeri diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Mengenai pengangkatan pegawai honor atau

pegawai tidak tetap menjadi PNS pada saat pemerintahan Presiden Susilo

27
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Bambang Yudhoyono, telah dikeluarkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yaitu
Peraturan Pemerintan Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga

Honor Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2012 tenta ah Nomor 48 Tahun

o L S s,

Menteri P¢ f” aan  Aparatu : € I, dengan
adanya unc ai tidak tetap,
yang dikena Pasal 6 adalah
PNS dan Pe¢ PPK merupakan
Pegawai ASN¥Yyang diangkat “sebagai’ pegawa 0 gff@njian kerja oleh

Pejabat Pemk ' Instansi

menjelaskan bahwa ,&
amanah sehingga atasa ‘ G memiliki wewenang untuk
memposisikan pegawai sesuai dengan Kompetensinya.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum Pemerintah secara
berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur, material, spiritual. Diperlukan adanya pegawai negeri sebagai unsur
aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, bersih, berwibawa, bermutu tinggi dan sadar akan tugas dan

28
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tanggung jawabnya. Dalam hubungan ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

telah meletakkan dasar yang kokoh untuk mewujudkan PNS seperti dimaksud di

atas dengan cara mengatur kedudukan, kewajiban PNS sebagai salah satu

negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara
dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang
diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan

perbuatan hukum.(SF. Marbun, 2001)

29
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Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

hukum.(Malayu Hasibuan, 2001)

g@tla (konstitusi),
sehingga 2 ebu g e : sah.Dengan
demikian, pejébat(0rgan) engelua l@ IS2 g oleh sumber
enangan dapat
adalah sauatu

mengatur dan

sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.
Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang
memerintah dan pihak lain yang diperintah.” (Miriam Budiarjo, 1998)
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak
berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh

Henc Van Maarseven disebut sebagai “blote match, (Suwoto Mulyosudarmo,

30
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1990) sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber
disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan

suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui

memiliki Kna yan denc are ekuasaan yang dimiliki
oleh ekse
merupakan

pemerintah diSamping lainny “Lz : D) kewenangan

tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku
itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.(Miriam Budiarjo,
1998)

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ

sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan, dimana

jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan
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kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian

kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum,

sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata, artinya kekuasaan itu

saja jenis organisasi dan
kepegawaian yang dibutuhkan untuk  masing-masing unit
organisasinya. Berapa banyak biro dan direktorat di masing-masing
departemen di pemerintah, dan berapa banyak dinas, lembaga teknis,
biro, dan sejenis yang seharusnya ada di masing-masing pemerintah
daerah harus didasarkan pada arah kebijakan strategis yang dibuat atau

ditetapkan.
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2. Organizing mode, menentukan jenis, dan jumlab satuan organisasinya

(pembagian satuan organisasi). Setelah ditetapkan kebijakan strategis,

maka langkah selanjutnya pembagian satuan organisasi, Yaitu

yang sudah ditetapkan di muka. Jika penentuan jumlah dan kualitas
SDM sesuai dengan kebijakan strategis dan satuan organisasi yang
dibuat, maka upaya rightsizing akan dapat terlaksana. Dan apabila
prinsip ini tidak diperhatikan, maka upaya rightsizing belum terlaksana

dengan baik.
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Pegawai ASN diharapkan mampu mengabdi kepada bangsa dan rakyat
Indonesia dan menjalankan tugas secara professional serta mampu memberikan

layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat berhasil guna dan santun.

isu aktual dan kerap

A1 (aiH “ |
\.h\‘-‘ .’@‘ an. Hal ini

tanpa melihat fungsi dan manfaat, sehingga penggabungan tersebut diperlukan
untuk mendukung program Kkerja prioritas atau hanya sekedar menampung

pegawai negeri agar masih dapat bekerja.

E. Konsep Operasional
Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna,

sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan
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penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai
berikut :

Rekruitmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang

pegawai Y erjak e ah “daegan Fmaupun pusat.
Keduanya Saméssama “berstat ! Mafpenjelasan  dan
pemberian anya be fasarkam perjanjian kerja

untuk jangka

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, PPPK juga bisa
menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang
diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan
(Kemenkeu). Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Kampar adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana
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fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

F. Metode Penelitian

kedalam péRg

dilakukan

gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun
teori-teori baru.(Soerjono Soekanto dani Sri Mamuji, 2010)
2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer
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Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa

wawancara dan kuesioner kepada responden.

b. Data Sekunder

Perjanjian Kerja.
4. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
sama.(Sunggono, 2005) Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam

penelitian ini terdiri dari :

37



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No. Populasi Responden Sampel

1. | Kabid Pengadaan pada Badan 1 -
Kepegawaian dafRengembangan

3 N0 abupaten
“'h‘ annn%
> - w .

orsler

pengumpula : 1 GalawWawance : oulan data dengan

melakukan

masalah pokok yang diteliti. Dat8 Oleh dari wawancara disajikan dalam
bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah semua data tersebut disajikan,
selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan
menghubungkan kepada pendapat para ahli serta Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan

metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dari
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dalil-dalil yang bersifat umum terhadap ketentuan perundang-undangan dan

pendapat para ahli yang bersifat khusus.

4]
%

=
“
r
o
o
@
"
v
[
‘
’
¢

o
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

menjadi tig

a.

dari penguasaan pendatang tersebut. (Imam Soepomo, 1985)
Kedua, masa penjajahan Belanda. Untuk mencapai tujuannya mengeruk hasil
bumi Indonesia dan perluasan kekuasaan (imperialisme). Belanda sudah
mengatur secara jelas mengenai sistem ketenagakerjaan, misalnya sistem kerja

Rodi yang mereka ciptakan, ada tiga macam kerja rodi diantaranya: Rodi

Guburnemen (untuk kepentingan gubernemen dan pegawai), Rodi perorangan
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(untuk kepentingan pembesar orang penting pribumi), dan Rodi Desa (untuk

desa). Selain itu, regulasi penguat sistemnya juga diciptakan regulasai seperti

Poenale sanctie (kontak kerja) yang diterapkan di tenaga kerja pribumi,

pun dipaksa untuk melayani tentara Jepang (disebut juga Jugun lanfu).(Steven
Drakeley, 2005) Kebijakan romusya sangat merugikan rakyat, dalam
kesepakatannya para pekerja

mendapatkan bayaran sebesar F. 0.50/hari dan F. 30/bulan dikirim ke keluarga
mereka. Pada praktiknya, romusya dibayar kurang dari kesepakatan atau bahkan

tidak dibayar. Pembayaran di setiap tempat kerja paksa berbeda-beda, ada yang
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dibayar F. 0.14/hari hingga F. 1.00/hari. Namun, upah yang diterima oleh

romusya tidak mencukupi biaya hidupnya. (Aiko Kurosawa, 1993)

b. Masa Pasca Kemerdekaan

rjaan, pada

2lite penguasa

dari beberapa

5) UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat
Buruh dengan Pengusaha.

6) UU No. 12 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan.

7) UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada
Perusahaan-Perusahaan Swasta.(Zaeni Asyhadie, 2008)

Meskipun begitu, menurut Asri Wijayanti, pada masa pemerintahan
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Soekarno lebih menunjukkan penerapan hukum perundang-undangan yang

baik daripada hukum yang berlaku sekarang(misal UU No.25 Tahun 1997

dan Kepmenaker No. Kep.150/Kep/2000). (Asri Wijayanti, 2010)

Munculnya krisis moneter pada tahun 1997, berakibat sistemik terhadap
atmosfir politik yang ada, akhirnya berdampak pada dilengserkannya presiden
soeharto oleh rakyat Indonesia melalui reformasi. Pasca Reformasi beberapa
elite berganti memimpin republik ini, dan memiliki cara yang berbeda dalam

memeberikan pandangan mereka kepada ketenagakerjaaan.
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Lengsernya presiden soeharto menyisahkan banyak masalah pelik
mengenai pengakan Hak Asasi Manusia, karena sistem pemerintahan soeharto

yang dinilai beberapa kalangan sangat korup dan otoriter, serta mengandalkan

Conve

the Wo

menyampaikan aspirasi. Pada masa ini srikat buruh tumbuh subur dan banyak
melakukan aksi. Dampaknya pada masa ini tercipta banyak ketegangan
terhadap hubungan industrial (pengusaha dan buruh).

Pergantian sosok pemimpin Gus Dur ke Megawati, juga kurang
memberikan gebrakan dalam peningkatan kesejahteraan buruh. Banyaknya

regulasi yang mengambang dan kurang perhatian menjadi penyebab

44



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

utamannya. Seperti perhatian pemerintah terhadap pemulangan TKI di

Malaysiaserta adanya revisi UU No. 25 Tahun 1997 yang berdasarkan UU No.

28 Tahun 2000 diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 dan berakhir

kurang diikutsertakan dalam proses tersebut, sehingga menjadikan posisinya
hanya menjadi objek dan tidak berdaya melakukan partisipasi untuk
menentukan kesejahteraan mereka sendiri.

2. Tenaga Kerja

Faktor yang sangat vital dalam proses produksi salah satunya adalah

tenaga kerja, karena melalui tenaga kerja faktor faktor produksi yang lain dapat
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digerakkan untuk menghasilkan sebuah barang. Sehingga peran yang sangat
penting tersebut membuat tenga kerja tidak dapat dipisahkan dalam

perundangundangan/nukum kerja. Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagali

yang disebut¥Sebagai. tenaga Kerja adalah setiaf oral amhpu melakukan
pekerjaan QUpe angf N bar ) atau jass gntuk memenuhi

kebutuhan s 1al : yatakan tenaga

Dumairy (1996), sebagaimana dikutip oleh Payaman J. Simanjuntak
dalam, Pengantar Ekonomi Suber Daya Mahasiswa, mendefinisikan tenaga kerja
adalah penduduk yang berusia dalam batas usia kerja. Sedangkan Badan Pusat
Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk
dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan

jasa.(Payaman J. Simanjuntak, 1995) Redefinisi juga silih berganti dalam
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mengartikan tenaga kerja. Pada awalnya sejak diadakan Seminar Hubungan
Perburuhan Pancasila pada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk

diganti dengan istilah pekerja. Usulan penggantian ini didasari pertimbangan

istilah buruh yz merupakad is Dbiasa saja, telah

)y !H\\“ ."

2RAHNAVNEN ),

' “\"&\
=]
o
=
fim}
o
o
=
=)
2

kuat.(Hartono Wido -é' Q
Namun kemudian,de .
Ketenagakerjaan istilah pekerja digandengakan dengan istilah buruh sehingga
menjadi istilah pekerja/ buruh. Menurut undang-undang 13 Tahun 2003 pekerja/
buruh adalah: “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain”. (Zaeni Asyhadie, 2008) Definisi inilah yang sampai sekarang
masih menjadi patokan dalam mendefinisikan pekerja/buruh di masyarakat secara

luas.
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Tenaga Kkerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terdiri atas orang

yang bekerja dan menganggur. Jika ada saudara kalian yang sedang mencari

Secara historis, Sistem Kepegaw@ran Negara di Indonesia telah mengalami
proses perkembangan yang cukup panjang hingga Kini. Proses tersebut dibagi
berdasarkan periode-periode sebagai berikut:

a. Periode Tahun 1945-1974: Pemerintahan Orde Lama

Sistem Kepegawaian Negara di Indonesia terhitung sejak proklamasi

kemerdekaan Indonesia hingga Tahun 1974. Sangat disayangkan, data-data

pada saat itu tidak tercatat dan terdokumentasi dengan baik karena Pemerintah
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Indonesia belum membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan Kepegawaian Negara di Indonesia. Oleh karena itu, sangat sulit

untuk mendeskripsikan perkembangan Kepegawaian Negara di Indonesia

Agustus 1945 maka secara otomaltis seluruh pegawai Pemerintah dijadikan
menjadi Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Http://Www.Portalhr.Com/ Komunitas/Opini/Sejarah-Panjang-
Permasalahan-Pns/. Diakses 2 September 2021, Pukul 11:23 WIB., 2021)
Ketika Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949,

Pegawai NKRI pun terbagi menjadi tiga kelompok besar, pertama Pegawali
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Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI, kedua, Pegawai RI

yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator) dan ketiga,

pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda

perubahan-perubahan tersebut maka prinsip penilaian prestasi atau Kkarir
pegawai negeri yang fair dan sehat sudah pasti hampir terabaikan. Kenaikan
pangkat PNS misalnya dimungkinkan karena adanya loyalitas kepada partai
atau pimpinan departemennya. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental
diwarnai dari partai mana ia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dapat disimpulkan bahwa dari
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awal berdirinya PNS yaitu pada era Orde Lama lebih banyak bersinggungan

dengan berbagai kepentingan politik dan golongan dan jauh dari tujuan yang

sesungguhnya sebagai fungsi pelayanan publik.

Pada periode ini telah dibentuk lembaga khusus pengelola PNS,yakni
Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang sebelumnya bernama
Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) yang pertama kali berkedudukan di
Yogyakarta.

c. Periode Tahun 1999-Sekarang: Pemerintahan Reformasi
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Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep
monoloyalitas Korpri, sehinga sempat terjadi perdebatan tentang Kkiprah

pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya

K%, Diakses 2

negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan
Negara.

Periode ini ditandai dengan pergantian sistem pemerintahan dari sistem
pemerintahan dari yang bersifat sentralistis ke desentralisasi yang dikenal
dengan era Otonomi Daerah. Manajemen PNS melalui penerapan UU No.43

tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1974, dimana manajemen PNS
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di daerah menjadi wewenang daerah masing-masing. Ditetapkannya UU No.

43 Tahun 1999 tersebut, secara prinsip terdapat perubahan paradigma dalam

bidang kepegawaian di Indonesia, yaitu dari pendekatan tata usaha

BAKN berganti menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dalam pelaksanaan
tugasnya, BKN berada di bawah koordinasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara (MENPAN). Sejalan dengan implementasi kebijakan desentralisasi, di
daerah juga dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD, yang memiliki untuk
mengelola administrasi kepegawaian Pemerintah Daerah yang sebelumnya adalah

Biro Kepegawaian.(Janry Haposan U.P. Simanungkit, 2007)
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4. Pegawal Tidak Tetap Pemerintahan
Instansi pemerintahan sebagai lembaga yang bekerja untuk melayani

kepentingan publik, dituntut untuk tanggap dan tepat dalam setiap proses

mempercep

pembengkakan

Hal

pemerintahan di Indonesia.

Demikian juga yang terjadi Pemerintahan Kota Tarakan, untuk
menghemat pengeluaran, banyak digunakan pegawai kontrak. Bukan hanya di
Sekretariat Daerah tetapi juga di beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
Kota Tarakan. Bahkan terkadang pegawai kontrak yang bekerja di di beberapa

Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) tidak terdaftar di Badan Kepegawaian
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Derah (BKD) dikarenakan mereka dipekerjakan atas inisiatif Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) itu sendiri dan tidak melalui BKD.

Pemilihan tenaga kontrak sebagai tambahan pegawai lebih dikarenakan

diantaranyaiy@
administras

Pemerintahal

5. Pegawai

(upah). Pegawai disebut juga pekerja atau karyawan. Menurut Wikipedia,
buruh, pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya
adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk
mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk

lainya kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau
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majikan.(Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Buruh, Oxford Dictionaries, Diakses
2 September 2021, Pukul 11:41 WIB., 2021)

Sedangkan Perjanjin Kerja menurut pasal 1601a KUHPerdata yakni adalah

g selanjutnya disingkat
PPPK adalah wa 20ars siaya menuhi syarat tertentu, yang

rangka melaksanakan tugas .

Lebih lanjut dijelaskan juga pengertian Pihak Pemberi Kerja adalah
Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (1) dan (2) UU
Nomor 5/2014 tentang ASN bahwa : (Tim Visi Yustisia, 2016)

(1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
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(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negaka lainnya dan digaji berdasatkan peraturan perundang-
undagg

W
‘ﬂh“‘ m@‘@‘ﬁ“ ’@‘ g _berwenang

.~

pada pasal 1

mempunyai
indahan, dan

g mempunyai
indahan, dan

b. Status dan janjian Kerja (PPPK)
: ana Status Pegawai
: . <
Pemerintah denga 3 gsari@n” pada Undang-Undang

sebagaimana dimaksud dalam Pasa gruf b merupakan Pegawai ASN yang
diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan
Undang-Undang ini.

Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana

disebutkan pada pasal 8 Undang-Undang ASN bahwa PPPK sebagai Pegawai
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ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara, dan pada pasal 9 ayat (1) dan

(2) disebutkan pula kedudukan PPPK yakni :

d’ Pejabat Pembina
g?:‘ ran perundang-

a) setia dan taat pada Pafcasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan pemerintah yang sah;

b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;

d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

58



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun
di luar kedinasan;

g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan

la_gdabatan sesuai dengan ketepfuan peraturan perundang-

i hak PNS, hak

Pasal 21, Pasal

pengadaan, penilaian kinerja, ga angan, pengembangan kompetensi,
pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan
perlindungan.

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada
beberapa asas, salah satunya menurut pasal 2 huruf 1 : “keadilan dan kesetaraan.

Dimana dalam penjelasan pasal 2 huruf | : yang dimaksud dengan “asas keadilan

dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus
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mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan
fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

Disebutkan pula pada pasal 51 bahwa Manajemen ASN diselenggarakan

(3) Penyusunan & imlah PPPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(b) Pengadaan PPPK berdasarkan pada Pasal 95 : “Setiap warga negara
Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi

calon PPPK setelah memenuhi persyaratan”.
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Dan pada Pasal 96 ayat (1) dan (2) disebutkan :

(1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenubhi
kebutuhan pada Instansi Pemerintah.

(2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di p. melalui  tahapag anaan, pengumuman

asil seleksi, dan

sesuai dengan ketentlian peraturan perundang-undangan.

(c) Penilaian kinerja PPPK Pasal 100 ayat (1) s/d (9) bahwa :

(1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas
prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkanperjanjian
kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai
yang bersangkutan.

(2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan
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tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target,
sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

(3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.

ilaian kinerja PPPK berada di hawah kewenangan Pejabat

pada ayat (1)
setingkat dan

ayat (1) diberikan

(3) Gaji sebagaimana aksud pada ayat (1) dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di
Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk PPPK di Instansi Daerah.

(4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat
menerima tunjangan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

(e) Pola pengembangan kompetensi diatur dalam Pasal 102 :

(1) PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
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(2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Instansi
Pemerintah.

(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

harus dievaluasi oleh Pejapat yang Berwenang dan

n_sebagal salah.s : tuk perjanjian kerja

3laksanakan penegakan disiplin
melaksanakan berbagai upaya

terhadap PP
peningkatan disiplin.

(3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.

(h) Pemutusan hubungan perjanjian kerja; diatur pada Pasal 105
(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan
hormat karena :

a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
b. meninggal dunia;
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c. atas permintaan sendiri;

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

)
%

gkat 2 (dua)

-1.” dengan tidak
ol

Pancasila dan
blik Indonesia

TSI W

-~

ke Jatan hukum tetap
kejahatan jabatan

3 Jak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih
dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan
berencana.

(i) Upaya perlindungan PPPK dilakukan sesuai dengan pasal Pasal 106 :

(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :
a. jaminan hari tua;
b. jaminan kesehatan;
c. jaminan kecelakaan kerja;
d. jaminan kematian; dan
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e. bantuan hukum.

(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

3 jaminan sosial nasional.

Menurut pasal 1313 KUHPE atu persetujuan adalah suatu perbuatan

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diriterhadap satu orang lain atau lebih.
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Indonesia Legal Center Publishing,
Jakarta, 2011) Subekti memberikan defenisi “Perjanjian” adalah suatu peristiwa
dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk mlaksanakan sesuatu.(Agus Yudho Hernoko, 2011) Defenisi pasal

1313 BW mengalami perubahan dalam Nieuw Burgerlijk Wetbook (NBW),
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sebagaimana diatur dalam buku 6 bab 5 pasal 6 : 213, yaitu : “a contractin the
sense of this title is a multilateral juridicalact whereby one or more parties

assume an obligation toward one or more other parties.” Menurut NBW kontrak

merupakan perb satu orang atau lebih
mengi orang atau
lebih laififyad n perjanjian
adalah su ’

1) berteme 1 kel { le@l menjadi  satu

2) berte st van wil en

hubungan hukum antara dua orang itu yang dinamakan perikatan.
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (1320
KUHPerdata), yaitu :
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

3) suatu hal tertentu,dan
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4) suatu sebab yang halal.
b. Analisis Hukum

Untuk sahnya suatu  perjanjian  diperlukan  empat  syarat

na mengenai
subjeknya ) mengadakan pe an, se a er@khir dinamakan

syarat obje arena Jena rjanjis - atall objeknya dari

pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka
menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Dalam pasal 1321 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian tidak sah jika
didasarkan pada kekhilafan, atau karena paksaan atau penipuan. Yang

dimaksud dengan kekhilafan adalah kekeliruan mengenai suatu hal dalam

perjanjian misalnya keliru akan pihak yang membuat perjanjian (error in
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persona) atau keliru mengenai objek atau hakekat barangnya dalam perjanjian

(error in substantia). Yang dimaksud dengan paksaan disini adalah paksaan

secara secara psychis atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada diri

Orang yang membuat perjanjlan harus cakap menurut hukum. Pada
azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya
adalah cakap menurut hukum. Dewasa menurut Kitab Undang-undang Hukum
Perdata adalah telah mencapai usia 21 tahun atau pernah menikah (Pasal 330
KUHPerdata) atau telah mendapat penetapan dari Presiden mengenai

kedewasaan (420 KUHPerdata). Dalam pasal 1330 KUHPerdata disebutkan
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sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang

yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (vide Bab

ke tujuh belas buku 1).

barang yang akan ada (1334 KUHPerdata) kecuali dalam hal warisan yang
belum dibuka tidak diperbolenkan sebagai objek dalam perjanjian. Hal
tertentu ini berarti apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah
pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah

ada atau sudah berada di tangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat

69



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan
asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d) Sebab yang halal

Jadi undang-

EVE ("

engenai suatu

i apakah suatu

o
&
¥e

g

”
&

Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka Hakim (null
and void).
Berdasarkan UU ASN, kedua pihak sepakat terhadap pekerjaan yang
diperjanjikan yakni :
1) Perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam

jangka waktu tertentu bagi PPPK.
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2) PPPK diangkat (oleh pejabat pembina kepegawaian) dan diserahi

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan persetujuannya secara
tidak bebas. Jadi perjanjian tersebut tetap mengikat selama tidak dimintakan
pembatalannya.

Berdasarkan uraian di atas, bagaimana konstruksi hukum tentang Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang ASN terhadap suatu perjanjian (perdata)? Pada pembahasan
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awal telah ditekankan bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang ASN menjadi suatu alasan yuridis akan pengangkatan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Aparatur Sipil

tersebut Batal Demi Hukum. Hal ini sudah ditentukan oleh KUHPerdata
sendiri dalam pasal 1335 yang berbunyi: “Suatu persetujuan tanpa sebab,
atau yang telah dibuat karena sesuatu causa yang palsu atau terlarang, tidak
mempunyai kekuatan”.

Pengertian Causa bukanlah sebab seperti dalam pengertian Hukum

Pidana. Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dari perjanjian.. Hal ini
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dikarenakan apa yang menjadi motif atau alasan seseorang untuk membuat
perjanjian tidak diperhatikan oleh undang-undang. (Mariam Darius

Badrulzaman, 1993) Pada kenyataannya yang berwenang untuk menguji

atis melanggar
syarat ¢ erjanjia ~ 06 in_gengan undang-
undang Ntu yano da waktu te Jai8i perjanjiannya

i " "-'_
adalah kan pe ; aan jab - glaS§penyalahgunaan

Perjanjian Kerja antara PPPK dengan Instansi Pemerintah adalah Sah.

b. Melanggar Syarat Sepakat (dalam keadaan Khilaf)

Persetujuan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus diberikan
secara bebas. Yang dimaksud dalam keadaan bebas dalam hukum perjanjian
adalah tidak dalam keadaan paksaan, kekhilafan, dan penipuan. (R. Subekti,

2005) Dalam pasal 1321 KUHPerdata ditegaskan: “Tiada sepakat yang sah
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apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan
paksaan atau penipuan”.

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang

@
S

Q
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S
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>
=
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subekti, 2005)
dengan itikad

a kesepakatan
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diadakan perjanjian itu.

2. Perjanjian Kerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara pada pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa :

“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
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diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan”,

Mengacu dengan rumusan PPPK di atas, dikaitkan dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun

tentang Ketenagakerja maka konsep Pegawai

adalah perjs

s el

hubungan K
dengan def I Tenaga Kerja

Dan Trans 1/2004 Tentang

dalam bahasa Indonesia tidak bo gar, jika terjadi pelanggaran ketentuan
tersebut maka akan berakibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu akan berubah
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan jika PKWT yang
dibuat dalam bahasa asing (selain bahasa Indonesia) dan bahasa Indonesia apabila

dikemudian hari ditemukan perbedaan penafsiran antara kedua bahasa tersebut,

maka yang berlaku adalah PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (Pasal 57
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Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, 2003)

Selain ketentuan yang terdapat dalam substansi PKWT sebagaimana

5 dasar adanya

i diatur dalam

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.

c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Pada dasarnya PKWT dapat diperpanjang atau diperbarui sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan,
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namun, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI1/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan

dilakukan pembaruan PKWT, hal ini sesuai dengan Pasal 7

Keputusan Menakertrans Nomor KEP.100/ MEN/V1/2004.

Dalam Pasal 59 ayat (4) diatur mengenai jangka waktu PKWT dan
Perpanjangan PKWT vyaitu PKWT dapat diadakan untukwaktu paling lama 2
(dua) tahun dan Perpanjangan PKWT hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa PKWT
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diadakan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan kemudian jika
diadakan perpanjangan PKWT, dilangsungkan dengan jangka waktu paling lama

1 (satu) tahun.

VT oleh pengusaha

. 2 \\‘Il-\“ .h@

perusahaa
bermaksud
melakukan
terlebih dahuk

Mengenai pemba : AS at (6) Undang-
Undang No

dilaksanakan

(tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dapat dinilai
merugikan pihak pemberi kerja, maka untuk menyiasati adanya masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tersebut diatas, dalam Pasal 8 Keputusan
Menakertrans Nomor KEP.100/MEN/V1/2004 memberikan celah hukum dengan
dapat diadakan suatu kesepakatan antara pihak pemberi kerja dengan pekerja

melalui perjanjian tertulis yang me yimpangi adanya masa tenggang waktu 30
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(tiga puluh) hari tersebut. Ketentuan Pasal 8 Keputusan Menakertrans Nomor

KEP.100/MEN/V1/2004 mengatur sebagai berikut: “Para pihak dapat mengatur

lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian”.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 59
ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam penjelasannya, Pasal 59 ayat
(2) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengartikan bahwa yang dimaksud
dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus

menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari
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suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan

musiman.

Pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

o
&
rel
F
&:’=

Kerja Wa

Tak Tertent

3 LU E

2) Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, jika PKWT diadakan ada pekerjaan yang
bersifat tetap, maka demi hukum PKWT tersebut berubah menjadi
PKWTT.

3) Ketentuan dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan, jika PKWT diadakan lebih dari 2 (dua) tahun,
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atau diperpanjang lebih dari 2 (dua) kali, atau jangka waktu perpanjangan
lebih dari 1 (satu) tahun, maka akan berakibat PKWT yang dibuat tersebut

demi hukum berubah menjadi PKWTT.

omor 13 Tahun 2003

o L TSSEEN b '9@

alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 61

ayat (1) undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terdapat ketentuan
bahwa sebelum berakhirnya PKWT salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja

bukan karena ketentuan berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam
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Pasal 61 ayat (1), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan
membayar ganti kerugian kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas

akhir jangka waktu perjanjian kerja (PKWT), ketentuan ini diatur dalam Pasal 62

e
=
[
=
>
(@
QD
=)
<@

&P
P
&

ECECT Y

jauh berbeda, baik dari mekanisme penerimaan, hak-hak dan kewajiban tenaga
kontrak tersebut. Status hukum tenaga kontrak pada instansi/perusahaan
swasta telah jelas diatur pada UU Ketenagakerjaan. Selain itu juga, pada UU
Ketenagakerjaan telah menjelaskan pada ketentuan pasal 1 angka 14 UU No

13 Tahun 2003, hubungan kerja merupakan hubungan yang didasarkan oleh

perjanjian kerja yang disepakati oleh dua pihak, yaitu pemberi kerja dan
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pekerja/buruh. Dimana buruh akan menyatakan kesanggupannya untuk

bekerja pada pemberi kerja dan pemberi kerja menyatakan kesanggupannya

untuk membayar upah para buruh tersebut.(Zainal Azikin, 2004)

Unsur kedua, yaitu dibawah perintah (gezag ver houding), di dalam
hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan
sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan
dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah

untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh dan majikan adalah

hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat
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subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah).(Asri
Wijayanti, 2010)

Unsur ketiga adalah adanya upah (loan) tertentu yang menjadi imbalan

AR ALY

5 oy
=
C
=
[
=
(o)}
=0
]

undangan
pekerjaan d

Uns
waktu yang
Waktu kerja
kerja perming(

Adapun untuk °

i
a
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3
B
-0
2
>
o)
QD
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=

terjadi di dalam praktik melebihi batas maksimal tersebut90. Untuk waktu tertentu
yang dikenal dengan istilag kontrak kerja dan pekerja harian lepas. Sedangkan
untuk waktu yang tidak tertentu dikenal dengan pekerja tetap.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) dan

untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
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adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu, hal ini sesuai

dengan definisi PKWT pada Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja

dengan hurgifs@ | termg ‘ : ayet (1) Undang-
Undang Ket€éha aan. Menge ‘ NT engharuskan ditulis
dalam baha donesie leh dilang rjad ang@aran ketentuan

L _"-'
tersebut mal ara 1kun : 1 WE eptentu akan berubah

Ayat (2) Dan ahun 2003 Tentang
Bila melihat hukum yang mengatur mengenai status tenaga kontrak pada
instansi/perusahaan swasta memang sangat jelas dan terdapat landasan secara
yuridis dan mendapatkan perlindungan hukum. Berbeda dengan tenaga kontrak
pemerintahan yang belum mempunyai sebuah kepastian hukum, karena belum
terdapat perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu. Pasca munculnya

PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
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mengakibatkan penjelasan yang bias dan diskriminatif terhadap keberadaan

tenaga kontrak pemerintahan.

Tinjauan lain dari tenaga kontrak pemerintah bahwa status dan mekanisme

a. Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan
PNS juga berada dalam satu naungan berdasarkan dalam ketentuan pada
Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014. Secara konsep,

status hukum PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
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(PPPK) sudah jelas berbeda, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seseorang

yang memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan

kewenangan yang dimilikinya. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan

awal mengenai jenis pekerjaan dan hak serta kewajibannya. Dengan begitu
ada kepastian secara hukum bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).(Sri Hartini, 2010)

Jenis kedudukan dalam konteks penulisan ini termasuk kedalam achieved
status karena posisi PPPK sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan

yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-
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Negeri adalah setiap warga

Undang Nomor. 5 Tahun 2014. Setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis

jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5

PPK) adalah

a diatur pada

rjanjian Kerja
sanakan tugas
kerjaan dengan

an Kkerja juga

Indonesia yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Pegawai Negeri Sipil
bertugas menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja untuk pemerintah
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suatu negara. Pekerja di badan publik non-departemen kadang juga dikategorikan
sebagai pegawai negeri.

Bahwa kemudian muncul terminology baru yakni Pegawai Pemrintah

dengan Perjanjiag i d_PPPK sebelumnya

dalam g & Pemerintah

‘} dan Pegawai
g berwenang
tugas untuk
gunan negara,
a8 dari intervensi

Berdasarkan dari defenisi PPPK dalam UU ASN di atas, dapat diabarkan

unsur-unsur dari pasal 1 angka 1 sebagai berikut :
a. Penjelasan unsur “Pegawai Pemerintah”
Dalam naskah akedemik bab Ill Materi Muatan RUU ASN huruf B.
Materi khusus no. 2 Manaemen ASN huruf c. objek pengaturan disebutkan

bahwa :
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“Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang
berwenang sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara dengan status pegawai
tidak tetap dengan perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik,
tugas pemerintaghan, dan tugas pembangunanstertentu untuk masa kerja

bh

-undangan”.

..‘

perjanjian dan/atau peraturan-pefaturan yang berlaku sejak proklamasi 17
Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia;

b) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau

berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain

sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara

Indonesia;
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d)

9)

h)

)

K)

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga
Negara Indonesia;

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara

setelah ayahnya

Warga Negara

i

asing yang diakui oOf€

Uy

anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18

O
mt,“ arga Negara Indonesia sebagai

(delapan belas) tahun atau belum kawin;

anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia

selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
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I) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan

ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui

keberadaannya;

memenuhi persyaratan”.

Dalam naskah akademis RUU ASN disebutkan bahwa seleksi calon
pegawai dalam pengadaan dilakukan dengan menerapkan prinsip merit melalui
perbandingan obyektif antara kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

untuk setiap jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh calon.
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Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam pengadaan PNS dan PTTP
baru menurut rumusan Naskah Akademis RUU ASN adalah:

1) Kebijakan tentang pengadaan tidak boleh menguntungkan sekelompok

terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berita acara serah

terima sumber daya manusia dari badan penyelenggara perguruan tinggi
swasta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan telah mengabdi
paling sedikit 2 (dua) tahun pada saat Peraturan Presiden ini berlaku bagi
Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru yang berasal dari

Perguruan Tinggi Swasta;
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3)

4)

5)

6)

7)

d. Penjelas

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dij

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan
wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di
lingkungannya.

Dan pada Pasal 3 “

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah  Propinsi  atau

Kabupaten/Kota menetapkan :
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a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di
lingkungannya;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon

ipil Dag gannya, kecuali yang

S K

diatur dengan Peraturan Menteri”.

Perjanjian Kerja bagi PPPK haruslah memenuhi syarat-syarat Sahnya
Perjanjian sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 1320 BW dan sesuai dengan
unsur-unsur perjnjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sebagaimana

disyaratkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1
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angka (4) serta pasal 56 ayat 1 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT).

e. Penjelasan unsur “berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu”

gngan status pegawai

‘ ‘ !\R\“ .’¢ erja untuk

jangka 3 akan tugas

pelayanan§aei Jas ek ¢ gur a@la Instansi dan

Perwakila : | 10 pflan tata cara
pengangka

f. Penjelas

Kewajiban Pegawai Nege pan PNS adalah segala sesuatu yang
wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewajiban kewajiban PNS
tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 1.Kewajiban yang berhubungan dengan
tugas di dalam jabatan : Kewajiban ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit
kerja masing masing PNS 2.Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan

PNS pada umumnya : kewajiban ini terkait dengan PNS sebagai unsur aparatur
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Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dapat dirinci sebagai berikut : a)
Kewajiban yang ditetapkan dalam UU no 8 tahun 1974 b) Kewajiban menurut

Peraturan Disiplin Pegawai c) Kewajiban menurut Peraturan Tentang Izin

dalam lapafi@a sta ( ha-usa eC ajib mendapat
ijin; i)Ke an  ments gar 'L_ af ukum  pidana;

j)Kewajiban mehtaati peraturan tentang larangan korun geWajiban mentaati
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rekr itmen Pegawai Pemerintah_Dengan Perjanjian Kerja

membutiihk gawai s ¥ meningkatkan

pelaya publik terutama di- daerah-da all yang kadang-
kadang e a dasarkan piipegawai honor

daerah dia secara da 3 4 3 Tahun 1999

pegawai negeri

allg berwenang dapat

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat
khususnya di daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48
Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 bahwa yang dapat mengangkat pegawai

honor adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam
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pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah
atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Belanja Daerah.

ceraturan_Pef mor 48 Tahun 2005

“!W““ .@$ ini, semua

Perjanjia ngoa secara dudukan tenaga

honorer

sebab PPPK itu sendiri mrmiliki Kontrak perjanjian keja yang jelas sehingga
hal ini membedakan dengan tenaga honorer. Kemudian hal yang paling
membedakan adalah PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis setelah
keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dengan masa kerja

minimal satu tahun. Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk

menaikkan integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian
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Indonesia. Sehingga tenaga honorer yang ingin menjadi PPPK harus
memenuhi syarat administratif dan harus melaksanakan beberapa tes. Terkait

dengan pengertian PPPK itu sendiri seperti tertuang dalam Undang-Undang

egawai Pemerintah

SNt "

Ahan ini antara
lain mg¢ I, kompetensi
adapi tuntutan

efja. Pengkultusan

sebagai pejabat qa . 2hingga pelayanan prima
terhadap masyarakat D 1 ‘E;"&,, ’ #f organisasi masa lampau yang
masih meninggalkan residu-residu ini cukup kondusif untuk melahirkan
mentalitas yang buruk. Menurut Bayer dkk, kultur organisasi dapat
menunjukan gaya kepemimpinan, sikap pegawai, hubungan antar pribadi, dan
struktur organisasi.(Akbar Bram Mahaputra, 2015) Sesungguhnya merupakan
upaya untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan SDM Aparatur Negara

secara sistematis dan terencana, agar terbangun Birokrasi Publik yang mampu
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menyelenggarakan  pelayanan publik  bermutu, untuk mendukung

pemerintahan yang demokratis. (Santoso, 2019)

Terkait dengan Manajemen PPPK itu sendiri tertuang dalam Pasal

Karena PPPK memiliki landasan um yang kuat sedangkan pegawai honor
tidak memliki landasan hukum yang kuat. Perbedaan lainnya ditandai dengan
adanya tunjangan dan penggajian yang diberikan kepada PPPK sedangkan
pegawai honor hanya mendapat upah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Pelaksanaan

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang
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Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten

Kampar, saya meneliti di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kampar. Menurut Bapak Riki Saputra, selaku

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU ASN)
memiliki paradigma bahwa aparatur Negara merupakan sebuah profesi.
Aparatur Negara yang semula terdiri dari PNS dan pegawai tidak tetap
berdasar undang-undang lama, oleh Undang-Undang ASN diubah
pengkategoriannya menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi
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syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.(Pasal 1

Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014)

merit dan diharapkan mampu menghasilkan PPPK yang dapat menjalankan
tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.
Konsep pengaturan PPPK dalam kedua peraturan dimaksud menawarkan
kesetaraan dalam kesempatan, peluang bekerja dengan aparatur yang
berstatus sebagai PNS tentu dengan beberapa pengecualian yang sifatnya

minor.

103



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Menurut Bapak Riki Pratama selaku Kepala Bidang Bagian
Pengadaan Badan Kepegawaian di Kabupaten Kampar bahwa Pegawai Negeri

Sipil ( PNS ) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK )

Pegawai

Pegawai

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( UU ASN PPPK ) telah di atur
secara jelas di tambah juga dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dan
Informasi pada Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya

Manusia Bapak Riky Saputra menegaskan, pegawai kontrak pemerintah ini
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bukan peralihan dari status tenaga honorer yang sudah ada, jadi ini bukan
honorer, namun berbeda. Tetap harus juga mengikuti seleksi seperti seleksi

CPNS ungkapnya. (Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Riki Saputra,

gntian Dan Informasi

é;

a Manusia

Y
=)

sebagai dasar
dalam segala

egara hukum,

L ELEY

dasarkan pada

tacae

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang

Pengadaan Negeri Sipil
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d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil.

angan un M 1S [ ualifikasi untuk

diangkat

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada terkecualian.
(2) Tiap Tiap Warga Negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Hal ini dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal (3) yang berbunyi :
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Selain Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang berwenang dapat mengangkat

pegawai tidak tetap. ” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 menganut sistem karir dan sistem prestasi

Sebagaimana di ketahui saat ini, pemerintah sedang melaksanakan
reformasi birokrasi di bidang kepegawaian. Salah satunya bidang yang
direformasi yaitu penataan Sumber Daya Manusia Aparatur meliputi penataan
jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( UU ASN )
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yang berlaku sejak tanggal di undangkannya vyaitu 15 Januari 2014
menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang
Nomor

berdz

Apard

Kinerja

: a. Pol

Pernikal

tertentu, yang di angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.(Hayat, 2017)

Ketentuan mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja telah di tetapkan di dalam Pasal 95 Undang Undang Aparatur

Sipil Negara yang menyatakan bahwa: “ Setiap warga negara Indonesia
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mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawali

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah memenuhi syarat tertentu.”

Untuk Proses Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja adalah solusi bagi permasalahan tenaga honorer seperti guru
honorer agar mereka mendapat upah yang layak, tuturnya.(Hasil Wawancara
Penulis Dengan Ibu Neni Lusiana., Amd., Selaku Kepala Bagian Umum Dan
Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Kampar, Pada Tanggqgal 17 Juli 2021, 2021)
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Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di

Kabupaten Kampar sudah banyak mengenal istilah pegawai tidak tetap di

birokrasi, misalnya pegawai outsourcing yang menangani permasalahan

Indonesia. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara sifatnya nasional yang berarti
tidak ada lagi istilah pegawai pusat atau daerah. Aparatur Sipi Negara akan
dikelola secara indenpenden oleh komite Aparatur Sipil Negara ( KASN ) yang
di harapkan dapat mendorongprofesionalisme dan netralitas aparatur. (Rike

Anggun Artisa, 2015)
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Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di atur melalui

manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di dalamnya

memuat aturan tentang Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja,

c. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk
melamar menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
setelah memenuhi syarat.

d. Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
sebagaimana di maksud, dilakukan melalui tahapan perencanaan,

pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawali
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Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun penerimaan yang dilakukan
melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi,

kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratanlain yang dibutuhkan

&
‘, gan Perjanjian
g
ﬂ aksanakan bagi
Pl
&

elentuan Peraturan
Pard

dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

h. Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, dilakukan dengan hormat karena : a. Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Berakhir b. Meninggal Dunia c. Atas Permintaan

Sendiri d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
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mengakibatkan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja atau e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang di

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum c. Menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik, dan d. Dihukum penjara berdasarkan putusan
prngadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (
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Dua ) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan
berencana.

k. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Pegawai Pemerintah

m. Semeéntara bantua n seba a‘ﬂ PbeéfLipa pemberian

dengan Perjanjian Kerja di dala y¥Undang Aparatur Sipil Negara maka
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak di atur dengan
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan walau sama
sama menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu. Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan di atur dalam ranah publik yaitu oleh

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan di jabarkan kedalam

peraturan pelaksanaan yang saat ini masih di formulasikan. (Hasil Wawancara
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Penulis Dengan Bapak Riki Saputra, ST., Selaku Kepala Bidang Pengadaan

Dan Pemberhentian Dan Informasi Pada Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, Pada Tanggal 17

Perjanjian Kerja memiliki hubungan hukum yang bersifat keperdataan atau
hubungan hukum vyang bersifat kontraktual. Dengan demikian yang
membedakan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja adalah hubungan kerjanya. Dengan adanya perbedaan
hubungan hukum tersebut maka tentu aturan hukum yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil tidak berarti berlaku juga untuk Pegawai Pemerintah
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dengan Perjanjian Kerja. (Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Riki

Saputra, ST., Selaku Kepala Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian Dan

Informasi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

kemampuannya. Adanya aturan seperti itu menimbulkan kekhawatiran tentang
terhambatnya regenerasi pada organisasi karena yang bekerja di tempat
tersebut hanya orang orang yang sama. Apakah hal itu juga telah
memperhatiakan keadilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

yang berartiruang bagi masyarakat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan
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Perjanjian Kerja akan berkurang karena terisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang

pindah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Beslarasakan Undang Undangddegor 5 Tahun 2014

Dengan tidak adanya Perlindtmg #Mm yang jelas yang diberikan kepada
Pegawai Honor karena baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
maupun peraturan daerah secara eksplisit mengatur tentang hal terkait dengan
Pegawai honor ataupun tenaga honorer. Padahal tenaga honorer memiliki peran
vital terutama di instansi pemerintah di daerah.

Maka dalam menghadapi masalah hukum seperti ini maka diperlukan

penyelesaian dengan menggunakan asas-asas prevensi yang meliputi :
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a. Lex superiori derogratlegi inferior artinya, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampinkan berlakunya

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

geraturan perundang-

S Vhaapeant 'eg

aupun Kepala

ngan Peraturan
fijlangan norma ini

yang dipergting : : erior d j€Rlori yang artinya

diluar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tidak dapat
digugat walaupun menimbulkan kerugian bagi pegawai yang diangkat karena
disatu sisi tenaga mereka dibutuhkan untuk bekerja di instansi pemerintah
tetapi tidak ada jaminan hari tua maupun jaminan kesejahtraan kerja. Dalam
negara hukum, setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum, karena dalam

negara terdapat prinsip wetmatighid van bestuur atau legalitas. Asas ini
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menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat

pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau

arakatnya. Tindakan

SVt .M

[iap-tiap warga
negara be >1 kemanusiaan”

dan Pasal

dilindungi 1SHitL Asasi  Manusia.

dasar apapun untuk mewujudkan keSejahtraan pekerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan kepentingan insatansi terkait dengan pegawai honor.
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja
baik Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahtraan adalah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka dari itu, dapat
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disimpulkan bahwa tidak ada kejelasan terhadap perlindungan hukum untuk
pegawai honor.

Kebebasan berkontrak secara implisit memberikn panduan bahwa

perjanjian te a_(taken for grants A apabila ia mencoba

menawar

pemerintah daerah maupun
pelaksanannya, Undang-Undang = Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan telah mengatur penyelesaian perselisinan atau sengketa.
Perselisihan menurut Pasal 1 Angka (22) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan berarti: “Perselisthan hubungan industrial
adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
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pekerja/buruh karena adanya perselisihnan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan

antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”.

perselisinan terhadap

b. Perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan
atau perubahan syara-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,

atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
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c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

I erja/se perselisihan antara
‘ . !“l“‘ .?‘ ain hanya

mengenai

h) Kabupaten
ernah adanya
di Kabupaten

pegawai honor

gugatan ini harus didasarkan pada adanya hubungan kontraktual
(privity of contract) di antara para pihak (penggugat atau tergugat);

2) Adanya perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad), dimana
didalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak perlu
didahului adanya hubungan kontraktual di antara para pihak, namun

paling elementer adalah adanya perbuatan yang merugikan pihak lain
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serta terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang
ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.

Adapun yang menjadi landasan mengapa penyelesaian sengketa antara

terdiri

hubunga

Daerah

1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat Penyelesaian
sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut
buang waktu diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat
formalistik dan sangat teknis. Di samping itu, arus perkara yang
semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang

terlampau.
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2)

5)

Biaya perkara yang mahal Biaya perkara dalam proses penyelesaian
sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika

dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin

pltusan pengadilan tidak mampu

memuaskan serta tidak  mampu memberujan kedamain dan
ketentraman kepada para pihak.

Kemampuan para hakim yang bersifat generalis Para hakim dianggap
mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad IPTEK dan
globalisasi sekarang karena pengetahuan yang memiliki hanya di

bidang hukum, sedangkan di luar itu pengetahuannya bersifat umum
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bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu
menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksias berbagai

bidang.

ayelesaian  sengketa

“Vynnnaent L

cara. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui dalam Peraturan
PerundangUndangan di Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakukam
disebutkan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, terdiri atas dasar
perdamain atau arbitrase tetap diperbolehkan”. Sementara itu, dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
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Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian
sengketa karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan para ahli.

ibatkan pihak

terbaik untuk

berita acara dan dicatakan pula ke Kantor Disnaker setempat untuk
selanjutnya ditingkatkan penyelesainnya ke perundingan berikutnya.

2) Mediasi
Penyelesaian perselisihan ubungan industrial melalui mediasi dilakukan
oleh orang yang bertugas menegahi, yaitu melalui mediator netral yang

tidak berpihak kepada siapapun. Adapun yang bertindak menjadi mediator
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adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan. Kewajiban mediator hanyalah memberikan anjuran dalam

batas-batas kewenangannya guna membantu para pihak untuk mencari

mendapatkan

utkan dengan

industrial melalui konsiliasi atau ke lembaga arbitrase ataupun langsung
mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

3) Kaonsiliasi
Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan oleh seorang penengah yang
disebut konsisliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada

pihak-pihak yang berselisin untuk meneyelesaikan perselisihannya secara
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damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap
masalah yang diperselisinkan. Konsoliasi dapat dilakukan untuk

meyelesaikan perkara perselisihan kepentingannya, perselisinan PHK, serta

Hak. (R.

Arbitrase merupakan penyelesian sengketa diluar pengadilan
berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga
yang disebut arbiter. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa
diluar pengadilan, akan tetapi proses pemeriksaan perkaranya dilakukan

melalui persidangan seperti biasa dilakukan oleh pengadilan. Demikian

pula penjatuhan putusan sama seperti yang dilakukan oleh hakim dalam
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memeriksa perkara perdata. Kepala putusan arbitrase juga diberi titel

aksekutorial berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa “.

ecara umum telah

‘ ‘ ‘\“ ‘ l@& Ag Arbitrase

dieksekusi maka putusan tersebut harus didaftarkan di pengadilan umum

secara perdata.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

penulis

a@'manusia yang

2. Perlindungan Hukum gawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara membuat Kedudukan tenaga honor semakin tidak jelas
karena dalam Undang-Undang menghapus keberadaan tenaga honorer
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara. Dengan tidak adanya Perlindungan Hukum yang

jelas yang diberikan kepada Pegawai Honor karena baik dalam Undang-

130



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan daerah secara eksplisit
mengatur tentang hal terkait dengan Pegawai honor ataupun tenaga

honorer. Padahal tenaga honorer memiliki peran vital terutama di instansi

yaitu sebag

1. Sehatusg

131



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sungg etodologi Penelitiag , PT. Raja Grafindo,

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gaja
Mada Press, Yokyakarta, 2005

mmmmmmmm e , Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak
Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, 2005

e -, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah
Mada University Press, Yogyakarta, 2001

132



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

e -, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina
llmu, Surabaya, 1987

Sastra Djadmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan,
Jakarta, 1979

Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2010

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Universitas
Padjajaran, Bandung, 2006

133



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

. Internet

Victor Situmorang, Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara, Rineka
Cipta, Jakarta, 2000

Victor M. Situmorg um Pengawasan Melekat,

g, dan Jusuf Juhir, Aspek

Perjanjian
bijakan dan

Akbar BI3 an Perjanjian
egara (ASN)
Jurnal Kertha

m Universitas

I
o
<
2
=
QD
=
<Y
=)
A
D
—
QD

P A
= <

Dodi Faed
) 4 oyek5| Konfigurasi
: Jurnal Kebijakan dan

Zulfi Suhendra, Siap-siap, Pemerintah Buka Lowongan 60.000 PNS dan
40.000 PPPK, finance.detik.com, 11/05/2014, diunduh tanggal 5
Februari 2021

. Undang-Undang

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

134



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peratuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
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